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denetapkan

atan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5187);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah
Gratis, scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BERKUALITAS ATAS ASAS GOTONG ROYONG
MELALUI PERAN KOMITE SEKOLAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiridari
Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP)

2. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri
yangberanggotakan  orangtua/wali peserta  didik,
komunitassekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.

3. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebutdengan
Sumbangan adalah pemberian berupauang/barang/jasa
oleh peserta didik, orangtua/walinyabaik perseorangan
maupun bersama-sama, masyarakatatau lembaga secara
sukarela, dan tidak mengikatsatuan pendidikan.

BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pasal 2

(1) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta
didik memperoleh akses layanan pendidikan yang
bermutu dan berkualitas.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. orang tua/wali peserta didik kategori miskin secara
ckonomi tidak dibebani seluruh biaya operasional
sekolah dan menjadi prioritas untuk diusulkan
mendapatkan beasiswa Indonesia Pintar;

b. orang tua/wali peserta didik cukup mampu turut .
berpartisipasi memenuhi kekurangan biaya
operasional sekolah tempat peserta didik mengikuti ]
proses pendidikan; '

c. orang tua/wali peserta didik kategori mampu secara
ckonomi turut mensubsidi silang biaya operasional
sekolah tempat peserta didik mengikuti proses
pendidikan;

d. sumbangan pada sekolah yang memiliki program
khusus peningkatan mutu pendidikan menyesuaikan
dengan kemampuan orang tua/wali peserta didik;

e. setiap sekolah menetapkan kurang lebih 30 % (tiga
puluh persen) orang tua/wali peserta didik kategori
miskin yang tidak dikenakan sumbangan;

f. APBD Kabupaten Lahat dapat mengalokasikan subsidi
biaya pendidikan untuk peserta didik kategori miskin.

(3) Penetapan orang tua/wali peserta didik kategori miskin
maupun kategori mampu dilakukan berdasarkan hasil
verifikasi Tim yang dibentuk oleh sekolah dengan
observasi dan wawancara kepada keluarga yang
bersangkutan, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah.
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